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PENDAHULUAN  

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi 

suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan 

pihak eksternal. Data pengukuran kinerja keuangan 

yang bersumber dari informasi finansial yang diukur 

berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat 

menjadi peningkatan program selanjutnya demi 

menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan 

berkualitas (Sari, 2016). 

Suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah 

otonomi yaitu dapat dilihat dari  kemampuan 

keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah 

yakni masing masing daerah otonom harus dapat 

mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat 

dengan terus melakukan usaha untuk mencari dan 

meningkatkan sumber keuangan yang ada di 

daerahnya. Pemerintah dituntut untuk dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang disusun sesuai 

dengan standar akuntansi pemerintahan dan 

berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik. 

Pernyataan ini sesuai dengan Permendagri No. 4 

Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera 

Barat. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah teknik sampling jenuh, dimana semua populasi 

dijadikan sampel. Data sampel diperoleh dari 19 

Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 

Kota di Sumatera Barat. Penelitian ini memiliki 

rentang waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2014-2018. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder. Sumber data berasal dari 

dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari 

Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.  

Alat uji data yang digunakan adalah uji 

asumsi klasik sedangkan untuk menguji hipotesis 

digunakan regresi linier berganda dengan 

menggunakan Cronbach Alpha 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil pengolahan data diperoleh 

ringkasan hasil seperti pada tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1.Regresi Linier Berganda.Rasio Efektivitas 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 16.0 

 

Dari hasil analisis pada tabel.1 di atas dapat 

diperoleh nilai koefisien regresi linear berganda dari 

rasio efektivitas sebagai berikut: 

KKPD = 118,784 + 15,420 PAD – 0,136 UPD + 0,002 DP 

PAD memiliki nilai signifikan 0,004 < 0,05, 

maka keputusannya (H1) diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan PAD berpengaruh positif terhadap 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil 

penelitian ini mendukung Yanto (2015), Sari (2016), 

Sari dan Mustanda (2019) yang menunjukkan bahwa 

PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah.  

Ukuran Pemerintah Daerah memiliki nilai 

signifikan 0,689 > 0,05, maka keputusannya (H2) 

ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Ukuran 

Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sari 

(2016), Sari dan Mustanda (2019) yang menjelaskan 
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Constant 118,78 10,06 0,000 -  

PAD 15,42 2,97 0,004 0,05 

Diterim

a 

UPD -0,136 -0,401 0,689 0,05 Ditolak 

DP 0,002 0,609 0,544 0,05 Ditolak 

mailto:m.arifinubh@gmail.com
mailto:ethika@bunghatta.ac.id


 

bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh 

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 

Dana Perimbangan memiliki nilai signifikan 

0,544 > 0,05, maka keputusannya (H3) ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan Dana Perimbangan tidak 

berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Yanto (2015) dan Sari (2016) yang 

menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 

Tabel 2.Regresi Linier Berganda.Rasio Ketergantungan 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 16.0 

 

 Dari hasil analisis pada tabel.2 di atas dapat 

diperoleh nilai koefisien regresi linear berganda dari 

rasio ketergantungan sebagai berikut: 

KKPD = 75,286 – 1,995 PAD – 0,329 UPD + 0,004 DP 

PAD memiliki nilai signifikan 0,435 > 0,05, 

maka keputusannya (H1) ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan PAD tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini 

tidak sejalan dengan dengan hasil penelitian Yanto,  

(2015), Sari (2016), Sari dan Mustanda (2019) yang 

menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 

Ukuran Pemerintah Daerah memiliki nilai 

signifikan 0,051 > 0,05, maka keputusannya  (H2) 

ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Ukuran 

Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung penelitian Sari (2016), 

Sari dan Mustanda (2019) yang menjelaskan bahwa 

Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 

Dana Perimbangan memiliki nilai signifikan 

0,069 > 0,05, maka keputusannya (H3) ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan Dana Perimbangan tidak 

berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Yanto (2015) dan Sari (2016) yang 

menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan daerah berdasarkan rasio efektivitas. Tetapi 

berdasarkan rasio ketergantungan, PAD tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah. 

Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh 

signifikan berdasarkan rasio efektivitas maupun  

Berdasarkan rasio ketergantungan terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

Dana Perimbangan tidak berpengaruh 

signifikan berdasarkan rasio efektivitas maupun 

berdasarkan rasio ketergantungan, terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah. 
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Constant 75,286 12,995 0,000 -  

PAD -1,995 -0,784 0,435 0,05 Ditolak 

UPD -0,329 -1,978 0,051 0,05 Ditolak 

DP 0,004 1,842 0,069 0,05 Ditolak 


